SEJARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK)
dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Untuk
menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan urusan tersebut maka kelembagaannya
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan
Tengah. BPBPK  merupakan  bagian dari Perangkat Daerah di bidang
penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur. dimana Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana
dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1. Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi
prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana secara
terintegrasi,

2. Unsur Pengarah, berjumlah 11 (sebelas) anggota yang terdiri dari: 6 (enam)
Pejabat Pemerintah; dan 5 (lima) Anggota masyarakat profesional berada
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, mempunyai
tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam
penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran,

3. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas
mengoordinasikan dan  memimpin  pelaksanaan tugas dan fungsi
penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran dengan memberikan
dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi
prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan
yang bersifat insidentil sebagai respon terhadap keadaan darurat bencana,
akan tetapi keseluruhan upaya yang meliputi berbagai aspek baik sebelum

(prabencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca



bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program kerja,
maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra
bencana yang memberikan output pengurangan resiko bencana secara
terukur, penanganan yang semakin cepat dan tepat saat terjadi bencana
serta pemulihan yang semakin tepat dan efektif terhadap dampak setiap

bencana.



Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu :
A. VISI

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak
terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan
Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan
pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: Terwujudnya Indonesia
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong,
maka visi BNPB 2015-2019 adalah:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 — 2025 yaitu bagaimana negara
secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan
menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat,
meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari

dampak bencana.

Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan
ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi,
serta menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap
informasi. Ketangguhan  masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan
bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

B. MISI

Berdasarkan amanat Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8
Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam
rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 - 2019 yaitu:



Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya
pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan
efisien;
Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui
rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan
berdimensi pengurangan risiko bencana;

Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan
penanggulangan bencana;

Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan

prinsip good governance.



(1)

(2)

(1)

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam
Kebakaran adalah Badan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam

Kebakaran dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-

officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh

Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam

Kebakaran mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun,

menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan
pemadam kebakaran.

Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana dan

pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud, BPBPK

menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pedoman dan pengarahan
terhadap usaha penanggulangan bencana yang
mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata
dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

b. penyusunan standarisasi dan kebutuhan
penyelenggaraan  penanggulangan bencana dan
pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan;

c. penyusunan dan pengembangan informasi peta rawan
bencana;

d. penyusunan prosedur operasional tetap
penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;

e. penyelenggara penanggulangan bencana dan pemadam
kebakaran;

f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan
normal dan setiap saat dalam keadaan darurat
bencana;

g. perumusan kebijakan operasional pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang;

h. pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan
anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

i. pengoordinasian dan = pelaksanaan  kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu
dan menyeluruh; dan

j- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.



Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan
Kebakaran, terdiri atas:

a. Kepala Badan;

b. Unsur Pengarah;

c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:

1) Sekretariat, terdiri atas:

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:

a) Sub Bidang Pencegahan; dan

b) Sub Bidang Kesiapsiagaan.

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:

a) Sub Bidang Kedarutan; dan

b) Sub Bidang Logistik dan Peralatan.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:

a) Sub Bidang Rehabilitasi; dan

b) Sub Bidang Rekonstruksi.

5) Bidang Kebakaran dan Pengendalian Operasi, terdiri atas:
a) Sub Bidang Pemetaan dan Pencegahan;

b) Sub Bidang Fasiltasi, Penyelamatan dan Bantuan Teknis; dan
c) Sub Bidang Fasilitasi, Penyelamatan dan Bantuan Bencana.
6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

7) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT Badan).

Pemadam



WEFALA BIDAND PENCEQAHAN 8
FEFAFEAGAAN

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGAN

SI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

‘P KEPALA, PELAKSANA BPBPK PROVING!
KALIMANTAN TENGAH

I H. DAR

NIP. 15660727 154302

us
1041

N

NIP. 15560727 199303 1 011
Pembana Tic | W)

JAH, M5

1
s T 1
KEPALA BUS RADIAN KEPALA BUB BAGAN WEPALA BUB EADLN
ABET LU DAN KEPEORAIAN
RINDY ARDINBON, B st AGUITIE. 3€ HENDRY BUVPRITANTA, 8305
WIP. 1HTHOS08 200404 1 $42 NEP, 1RG10408 THRIEE 2 001 NP 19TTHE22 290904 1 008
Pemata | Mg} 9183413 Penats () 01962912 Praats | Bel 11343017
[ I I
KEPALA BIDANG KECARURATAN 8 LOJETH EEFALA BIDANG REHABLTAW B
REXOMITRUKE

CEUE, A M2 Kep, B Bos MAS
NP TRTI0N 198121 000
Penbing (V) 483000

. CHRATIAN RAN, HT

NP TRERDETE THRDD 1 04

e, RAVIKO, T
N TMTIBET 184EE 1 007
Pembina Tk | i) 01 D20tk Fembina Th | PWiDd 01042014
—] — r—
WEPALA FUE BOANG PENCEOARAN WEFALA 918 BITAND
TAN WEPALA BUE BDAND REHASILITAS
o sRiNET
W Bk TIE0L 1 800

Pensta Te | (1N 01042000

KEPALA BUE EIDAND CESAFHAIAAN

HEIRLANDA ANU ZE M B0
NP AMENIT 1IN0 2004
Peaata T | ()

ALPISS PATANAN, § Myt
NP IRTEIIZE 198303 1 004
Penata Tic {1501 01.99-200%

wlmmn

KERBAC TARA

KEPALA EUE BIDANG REKOSETRUNE

NP TG40 THEI0N T 001
Penata Th 1 Mgy 04042017

HARANLON, B4
NP PRI 10N 1 010
Peagta T || 10D 91043940

1
KEFALA BIDANG KEBACASAN §
PENGENDALILN OPERARE

Drs AVTAN BALER M. B
LA -SR]

—

KEPALA BUS BIDANG PEMETAAN &

MARKUS, B Pe, UPH
WIP_1RTREZITIRGNNS 1 002
Penata Te | (g )

KEPALA JUR BXCAND FANUTAR,
PENTELAMATAN DAN BANTUAN
TEXNIE

O BUNOUE MN
WP 1M TR 1002
Penata Tie | i) 39982901

KEPALA BUE BDAND FARLITAIL
PENTELAMATAN DAN BANTUAN
EEMCANS

VIVEN ROBE ENOQELY, BE N Pd
NP TROR0ATE TREH02 2 002
Penata T | fib)




